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Abstrak 
Dalam tantangan globalisasi dan perkembangan zaman bukan tidak mungkin 
tindak pidana terus berkembang dengan berbagai modusnya. Bahkan tindak 
pidana tersebut dapat dilakukan oleh anak-anak melihat perkembangan zaman 
yang semakin maju. Keberdaan anak yang di lingkungan kita memang perlu 
mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan 
ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas 
kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri 
bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa 
pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari 
lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi juga bisa mendorong 
anak untuk melakukan tindakan yang dilarang, dikarenakan sikap dan mental anak 
belum stabil, dan lingkungan pergaulan yang tidak mendukung perkembangan 
anak sehingga mengakibatkan anak terlibat konflik hukum. 
Kata kunci: tindak pidana, pembunuhan, anak 
 
 
Abstract 
 
In the challenges of globalization and the development of the time it is not 
impossible that strafbaarfeit continue to develop with various mode. Strafbaarfeit 
can even be carried out by children which can be seen through the more advanced 
era. It is essential to pay attention more to the existence of children in our society, 
especially regarding their behavior. During the process becoming adults, children 
are more likely to commit action which is out of control. They do an act that is 
considered to be inappropriate. As the results, it harms themselves and even 
others. Such behavior is done during the growth period, which shows that the 
attitude and mental of the children is not stable and is also inseparable from the 
social environment. Besides, the economic conditions can also encourage 
children to take actions that prohibited, because their attitudes and mentality are 
not stable. Moreover, the social environment usually does not support the 
development of children, so they are more likely to involve in legal conflicts. 
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Di negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang 
dihadapkan pada permasalahan perilaku anak dan remaja yang menyimpang dari 
norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung ke arah 
kejahatan yang sifatnya merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, serta 
menggangu ketertiban umum.1 
Perilaku remaja yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu, 
merupakan akibat perkembangan kehidupan manusia perkotaan yang semakin 
kompleks. Juga perkembangan kebudayaan masyarakat khususnya di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang tidak disertai dengan unsur-unsur yang 
membawa nilai positif, misalnya pengaruh video, film-film yang bernafaskan 
sadism atau kekerasan dan pornograpfi. Keadaan tersebut juga diakibatkan oleh 
suatu rumah yang sepi, kerena kesibukan kedua orang tua yang sementara tidak 
berada di rumah. Pada saat-saat tersebut, kemungkinan untuk kecenderungan 
remaja ke arah perbuatan menyimpang.2 Dalam hal tersebut kadan anak dan 
remaja menjadikan kesempatan untuk mempraktikkan perilaku-perilaku 
kriminalisasi yang melanggar norma-norma yang ada di tengah masyarakat, akibat 
perkembangan zaman yang begitu pesat yang tidak ada kontrol terhadap anak atau 
remaja mampu menjerumuskan ke hal yang negatif, kehidupan manusia yang 
semakin kompleks di tengah perkotaan kadang bisa memberi contoh kriminalisasi 
hingga ke pedesaan. Akibat demikian kenakalan anak atau remaja menjadi meluas 
hingga ke pelosok desa karena masa-masa remaja ego dan kelabilan yang dimiliki 
masih tinggi. Kadang sedikit remaja yang paham tentang pentingnya norma sosial 
dan mengabaikan nasihat dari orang dewasa karena pergaulan yang begitu bebas 
dan tidak terkontrol merasa dirinya sudah benar dan bisa menjaga dirinya. Padahal 
yang harus anak atau remaja lakukan adalah belajar tentang tata krama yang benar 
dan pendidikan yang harus ditekuni. Pergaulan atau pengaruh dari media yang 
tidak terkontrol merubah mindset anak atau remaja menjadi lebih PD (percaya 
diri) untuk mencontohkan kelakuan-kelakuan kriminal dan membanggakan 
dirinya karena bisa mencontohkan apa yang yang sudah remaja atau pemuda lihat. 
Salah satu contoh. Menjadi ketua gank (perkumpulan remaja) memimpin sebuah 
tawuran antar sekolah, minuman keras, atau duel fighter (satu lawan satu) kadang 
bisa menyebabkan kematian. Pergaualan atau kelakuan yang demikian yang 
menyeret anak berhadapan dengan hukum. 
Kelakuan-kelakuan yang digolongkan termasuk kenakalan, misalnya 
mencuri, merampas, perusakan, penganiayaan orang lain, perkelahian, penyalah 
gunaan narkotika dan mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh anak-
anak yang belum dewasa. Semua perbuatan tersebut merupakan tindakan 
kriminalitas yang telah diatur dalam peraturan hukum pidana atau Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana) dan Undang-Undang lain di luar KUHP. Kejahatan merupakan perilaku 
                                                          
1 Marwan setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja Dalam Prespektif 
Pendidikan, Juvenile Delequency Narkotika, Hukum, Hak anak, Agama, Dan moral. (Bogor : 
Ghalia indonesia, 2015). hal 1. 
2 Ibid. hal 2. 
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atau perbuatan yang dilarang oleh negara, karena perbuatan tersebut dapat 
merugikan negara dan benar-benar merugikan masyarakat.3 
Sudah menjadi karakteristik anak dan remaja melakukan perbutan-
perbuatan yang cenderung terlibat dalam kriminalitas. Ciri khas perilaku anak dan 
remaja yang bagaimanakah yang cenderung terlibat kriminalisasi? Pertanyaan 
seperti inilah sesungguhnya yang mestinya dapat diantisipasi agar para anak dan 
remaja tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan ciri khas yang 
menjadi motivasi yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan-
perbuatan itu, diantaranya; (1) mabuk karena terlalu banyak minum minuman 
keras yang mengandung alkohol, (2) tidak tidur semalaman dan berkeliaran di 
malam hari yang lazimnya disebut dengan istilah begadang, (3) mangkal di 
pinggir jalan, dengan istilah remaja disebut dengan istilah nangkring di pinggir 
jalan, (4) memasang tatto pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti lengan, betis, 
dada, punggung yang dapat kelihatan orang lain. Dengan bertatto sehingga kesan 
orang lain dan memberikan stigma sebagai orang yang tidak baik dan ingin 
dikatakan sabagai jagoan.4 
Hal yang demikian yang sering terjadi di kalangan remaja dan anak-anak 
yang ingin menunjukkan eksistensi pergaulan, atau gaya-gaya yang menurut 
remaja mampu mengangkat eksistensi dirinya, karena masa remaja adalah masa 
proses mencari kepribadian atau karekter, mencari jati dirinya. Tapi terkadang 
dalam proses hal yang demikian terjebak pada proses yang salah akibat pergaulan 
atau contoh-contoh negatif sehingga menimbulkan kriminalisasi. 
 
METODE PENELITIAN 
Adapun metode atau macam penelitian yang dipakai oleh penulis adalah 
dengan menggunakan pendekatan yuridis sosioligis, artinya disamping melihat 
ketentuan perundang-undangan yang ada, juga melihat kenyataan yang terjadi di 
masyarakat.5 
Data yang digunakan dalam penelitian  ini berasal dari data primer dan 
data Sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 
lapangan, jadi merupakan penelitian sosiologis. Sedangkan data sekunder adalah 
data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.6 
Teknik pengumpulan data untuk membahas permasalahan, melakukan 
penelitian pada Resort Malang. Hal  ini didasarkan adanya kasus pembunuhan 
yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan pada kepolisian Resort Malang. 
Metode dan pengumpulan yang dipergunakan pada penelitian lapangan 
adalah: 
1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara 
melakukan komunikasi langsung tanya jawab langsung dengan responden. 
                                                          
3Ibid. hal 6. 
4Ibid. hal 9. 
5Ronny Hanitijo Suemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 34. 
6Ibid. 
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2. Studi dokumentasi, yaitu suatu cara yang penulis pergunakan untuk 
mengumpulkan data dengan cara mencatat secara langsung dokumen atau 
arsip-arsip yang ada di instansi yang dijadikan obyek penelitian. 
Teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif analisis, yani 
mendeskripsikan data-data yang berhasil dikmpulkan. 
 
PEMBAHASAN 
PertanggungJawaban Tindak Pidana Pembunuhan  
Dalam perkembangan penerapan hukum pidana Indonesia keberadaan 
anak melakukan kejahatan atau tindak pidana yang bisa dikenal dengan sebutan 
“anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak 
tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara 
material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan 
anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara 
hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan 
hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan 
aset bangsa, sebagian dari genersi muda anak berperan sangat strategis sebagai 
successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita 
perjuangan bangsa.  Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat 
Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi 
anak sebagai mahkluk manusia yang mendapatkan perlindungan atas hak-hak  
yang dimilikinya.7 
Kenakalan anak atau remaja, sangat membutuhkan adanya perlindungan 
hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara 
melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum ini perlu karena 
anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara 
fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan 
perawatan khusus8. Dengan adanya hukum perlindungan anak pelaku maupun 
tersangka bisa membantu generasi penerus tidak down dengan kelakuan yang 
pernah dilakukan atau menjadi tersangka dalam kenakalan yang dilakuan karena 
anak yang terlibat criminal dan dihadapkan depan hukum cenderung down dan 
mengakibatkan cacat mental. 
Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, 
serasi, selaras, dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak 
mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut nakal. Dengan 
adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudh dapat 
dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologi anak serta 
kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus 
                                                          
7Jurnal hukum Khairoh Ummah vol. 13. No. 1 maret 2018, “Penegakan Hukum Tindak 
Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Polres Tegal), hal, 45-46 
8 Harkristus Hakrisnowo. 2002. Menelaah konsep sistem peradilan pidana terpadu 
(dalam konteks indonesia). Seminar keterpaduan sistem peradilan pidana di danau toba. Medan 
tanggal 4-5 april 2002, hal. 3. Dalam Marliana, peradilan pidana anak di indonesia 
pengembangan konsep  deversi dan restorative justice, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2009), hal. 
34. 
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yang merugikan anak, negara atau pemerintah telah berupaya memberikan 
perhatian dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang 
sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan 
anak  yang pada Tahun 2014 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan anak. Namun hal tersebut belum mampu meningkatkan 
kuantitas dan kualitas kasus yaang melibatkan anak sebagai korban maupun 
pelaku tindak pidana.9 
Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota 
Malang salah satunya bertempat kejadian Hari; Rabu. 30. Agustus 2017 Jum’at, 
Jam 03.00 Pagi. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di selatan Rolak Sungai 
Amprong, Kelurahan Kedung Kandang, Kota malang. Pelaku yang pertama 
berinisial DNSK, Laki-laki Usia 17 Tahun. Beralamat Jl. Kalisari, Kota malang. 
Yang kedua berinisial SFS. Laki-laki Usia 16 Tahun. Beralamat JL. Kalisari, Kota 
Malang. Yang ketiga berinisial RD. Perempuan Usia 17 Tahun. Beralamat JL. 
Muharto kota Malang. Awal mula kejadiannya adalah tentang masalah ponsel 
yang dibawa korban, lantaran ponsel IDA yang dibawa korban tidak dibayar 
sesuai harga keinginan pemiliknya. Ida yang mempunyai ponsel berniat untuk 
menyelesaikan masalahnya, namun dalam penyelesaiannya terjadi cek-cok antara 
korban dengan Ida sehingga Ida merasa mangkel dan sakit hati. Ida yang merasa 
sakit hati melapor terhadap teman-temannya sehingga salah satu dari temannya 
berencana untuk menganiaya korban, sehingga terjadilah pembuhan terhadap 
korban. Dari 6 pelaku tindak pidana dan 3 dari mereka adalah anak di bawah 
umur, yang berinisial DNSK ikut membacok korban, dan SFS, sedangkan RD, 
keikutsertaannya dalam mengikat korban. Kasus tersebut dikenakan pasal 340 
KUHP, Sub 338 KUHP, lebih subsider Pasal 170 ayat 2 ke tiga e, KUHP. 
Anak yang terlibat dalam tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (3) yang 
berbunyi, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya anak adalah 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.  
Bahwasannya anak yang terbilang bertanggung jawab di dalam undang-
undang minimal di atas 12 tahun dan menerima putusan hakim di dalam 
pengadilan. Karena dalam setiap anak yang melakukan tindak pidana adalah sifat 
dari perkembangan yang kebanyakan dalam pergaulan sehari-hari dan juga bisa 
jadi faktor internal yang kurang kontrol dari masyakarakat, salah satu dari anak 
yang terlibat tindak pidana adalah coba-coba dan ada kesempatan dalam 
memperaktekkannya, atau faktor ketidaktahuan dalam melakukan apa yang 
temen-temennya lakukan.  
Setiap anak dalam proses peradilan sesuai dengan Pasal 3 (tiga) yaitu; 
a. Diperlakukan dengan manusiawi dengan memperhatikan sesui umur; 
b. Dipisahkan dari irang dewasa; 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. Melakukan kegiatan reaksional; 
                                                          
9Jurnal hukum khairoh ummah,,Op.Cit, hal 45-46 
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e. Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 
manusiawi, serta merendahkan derajat dan mertabatnya; 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
g. Tidak ditanggkap, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu paling singkat; 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
i. Tidak di publikasikan identitasnya; 
j. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; 
k. Memperoleh advokasi sosial; 
l. Memperoleh kehidupan pribadi; 
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 
n. Memperoleh pendidikan; 
o. Memperoleh pelayanan kesehatan; 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini tentu akan mengganggu 
kenyamanan dan ketertiban di dalam masyarakat dan perlu mendapat perhatian 
kusus, hal ini dikarenakan (anak yang berhadapan dengan hukum) sebisa mungkin 
dihindarkan dari hukuman penjara. Melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) aparat penegak hukum akan 
berusaha mencari solusi terbaik bagi sang anak. Deversi akan diupayakan secara 
maksimal oleh pihak penyidik demi menghindarkan anak untuk masuk ke dalam 
SPP (Sistem Peradilan Pidana), karena akibat buruknya yang dapat diderita sang 
anak tersebut (anak yang berhadapan dengan hukum) apabila telah masuk dalam 
SPPA. Lebel pembunuhan akan diberikan oleh masyarakat kepada sang anak 
(anak yang berhadapan dengan hukum), dalam hal ini akan sangat mengganggu 
tumbuh kembang sang anak. Pelabelan terhadap anak dan perlakuannya pada 
seseorang akan menyebabkan seseorang (anak) itu menerima identitas sebagai 
pelaku menyimpangan dan menolak self-image konvinsional (citra diri yang baik 
atau lazim). Perubahan (transformasi) identitas ini pada saatnya akan 
memunculkan sebuah komitmen pada peningkatan karier individu/seseorang 
sebagai pelaku menyimpang. Stigma yang ditentukan secera konvisional (publik), 
dapat mengucilkan individu atau seseorang (anak) dari ketaatan terhadap norma 
dan pada waktunya akan meningkatkan ketertarikan individu atau orang (anak) 
tersebut pada perilaku-perilaku menyimpang. 
 
PENUTUP 
Anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Undang-Undang SPPA 
terlindungi salah satu yang melindungan setiap anak yang terlibat dalam hukum 
yaitu diupayakannya diversi asalkan memanuhi syaraty yang tertera di Pasal 9 
ayat 2. Adapun anak yang melebihi hukumanan di atas tujuh tahun maka tetap di 
lanjutkan terhadap peradilan pidana anak, yang tertera di Undang-undang SPPA. 
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